






Hasil pengujian penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh 
karakteristik Pemerintah Daerah yang terdiri dari ukuran Pemerintah Daerah, 
tingkat ketergantungan finansial daerah, kewajiban daerah, proporsi partai oposisi, 
dan belanja modal daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib aset tetap pada 
LKPD Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali tahun anggaran 2015. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa dua karakteristik Pemerintah Daerah yang terdiri 
dari kewajiban daerah dan belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap 
tingkat pengungkapan wajib aset tetap. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa 
variabel ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat 
pengungkapan wajib aset tetap dalam LKPD. Selain itu, pengujian terhadap 
variabel tingkat ketergantungan finansial daerah dan proporsi partai oposisi 
menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat 
pengungkapan wajib aset tetap dalam LKPD. 
Nilai rata-rata tingkat pengungkapan wajib aset tetap dalam LKPD 
Kabupaten/Kota tahun anggaran 2015 sebesar 71,58% dengan nilai terendah 
38,46% dan nilai tertinggi 92,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota telah mempraktikkan pengungkapan wajib aset tetap 





wajib aset tetap ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berupaya untuk selalu 
memperbaiki kualitas kinerja pelaporan aset tetapnya. 
 
5.2. Implikasi 
Kewajiban daerah merupakan salah satu instrumen yang dimiliki Pemerintah 
Daerah untuk mendanai aktivitas operasinya. Ketergantungan pada hutang 
mendorong manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi 
keuangan. Isomorfisme coercive dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 
memberikan informasi keuangan kepada kreditur. Pemerintah Daerah yang 
bergantung pada hutang lebih cenderung patuh terhadap standar akuntansi dan 
pelaporan. 
Informasi mengenai belanja modal Pemerintah Daerah merupakan informasi 
yang penting karena informasi tersebut mencerminkan sikap Pemerintah Daerah 
terhadap isu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja 
daerah. Pengungkapan informasi atas belanja ini sangat penting bagi Pemerintah 
Daerah untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Pemerintah Daerah yang 
memiliki anggaran belanja modal yang lebih tinggi mendukung masyarakat untuk 
mendapatkan informasi mengenai aktivitas Pemerintah Daerah melalui 
pengungkapan aset tetap dalam LKPD. 
Ukuran Pemerintah Daerah yang diukur menggunakan jumlah aset tetap 
berpengaruh secara signifikan negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib aset 
tetap dalam LKPD. Tekanan coercive yang berasal dari masyarakat justru tidak 





yang dimilikinya. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh kesulitan Pemerintah 
Daerah dalam mendata atau menginventarisasi aset tetap dalam jumlah yang 
besar. Di samping itu, suatu daerah dengan ukuran yang besar cenderung untuk 
memiliki masalah birokrasi yang besar di mana masalah birokrasi tersebut 
menjadi hambatan dalam penerapan SAP. 
Tingkat ketergantungan finansial daerah tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap tingkat pengungkapan wajib aset tetap dalam LKPD. Hasil pengujian 
tersebut tidak sejalan dengan teori institusional yang menyatakan bahwa 
organisasi yang memiliki ketergantungan finansial kepada organisasi lain akan 
mengalami coercive pressure sehingga organisasi tersebut lebih memperhatikan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dananya. Hal itu mungkin disebabkan 
oleh kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di 
mana tinggi rendahnya tingkat pengungkapan aset tetap bergantung kepada 
kapabilitas SDM dalam menyajikan pengungkapan bukan bergantung kepada 
tinggi rendahnya dana bantuan yang diterima. Selain itu, Pemerintah Pusat 
sebagai pemberi DAU mungkin belum memiliki sistem yang dapat memastikan  
Pemerintah Daerah melaporkan pengelolaan dana yang diterimanya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Proporsi partai oposisi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
wajib aset tetap dalam LKPD. Besar kecilnya jumlah anggota DPRD yang duduk 
sebagai oposisi Pemerintah Daerah mungkin tidak memberikan tekanan coercive 
dalam bentuk pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah 






Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang pertama 
adalah penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2015. Data penelitian ini bersifat cross 
section. Penggunaan data urut waktu (time series) mungkin dapat menunjukkan 
tingkat pengungkapan wajib aset tetap dalam LKPD dari waktu ke waktu. Data 
penelitian juga hanya menggunakan LKPD Kabupaten/Kota yang ada di Pulau 
Jawa dan Bali. Penggunaan data LKPD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dapat 
memberikan gambaran tingkat pengungkapan aset tetap secara lebih akurat. 
Keterbatasan yang kedua adalah penelitian ini menggunakan data sekunder 
sehingga penyebab tinggi rendahnya tingkat pengungkapan aset tetap mungkin 
belum secara langsung diketahui di lapangan. Keterbatasan yang ketiga adalah 
penyajian LKPD yang tidak seragam antarkabupaten/kota. Perbedaan dalam 




Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini 
antara lain sebagai berikut. 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data LKPD yang mencakup 
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan periode pengamatan lebih dari 





2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang dapat mewakili 
karakteristik Pemerintah Daerah atau variabel lainnya, baik dari segi 
keuangan maupun non-keuangan, seperti kualitas sumber daya manusia yang 
dimiliki Pemerintah Daerah dan pemahaman masyarakat atas laporan 
keuangan. 
3. Pemerintah Daerah perlu mendapat sosialiasi mengenai format laporan 
keuangan yang baku sehingga format LKPD Kabupaten/Kota di seluruh 
Indonesia menjadi seragam. 
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 
lebih mengetahui permasalahan terkait pengungkapan aset tetap dalam 
LKPD. 
